BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR £4 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN

TRANSPORTASI ANGKUTAN DANAU DI KABUPATEN MUSI RAWASS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi angkutan
danau bagi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas yang
memberikan rasa aman, nyaman dan tertib, maka perlu
disusun standar keamanan dan keselamatan angkutan
danau;

bahwa angkutan danau saat ini telah mengalami
perkembangan yang cukup pesat di Kabupaten Musi Rawas,
khususnya salah satu alternative wisata.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Keamanan dan Keselamatan

Transportasi Angkutan Danau di Kabupaten Musi Rawas;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1559 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja Di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1559
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821); I

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);



10.

11

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20035, tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan
Disungai dan Danau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun
2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007
Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai

dan Danau;

. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 25 Tahun 2015

tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor
10);



14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEAMANAN DAN

KESELAMATAN TRANSPORTASI ANGKUTAN DANAU DI
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.

1L

Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Rawas;

. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;

Danau adalah area tempat menyimpan air persediaan untuk berbagai
kebutuhan baik alami maupun buatan;

Angkutan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan
ponton/perahu yang dilakukan di danau untuk mengangkut penumpang,
barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan
usaha, pemerintah desa atau pemerintah kabupaten;

Kecelakaan adalah suatu peristiwa kecelakaan angkutan di danau yang
melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;
Ponton/Perahu adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun,
yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau digerakkan
dengan tenaga manusia;

Penumpang adalah orang yang berada di ponton/perahu selain
pengemudi/pengarah dan awak perahu;

Tambatan perahu/dermaga adalah tempat menaikan dan/atau
menurunkan orang, barang atau hewan dengan angkutan ponton/perahu;
Tim Teknis Penilai Kompetensi awak ponton/perahu adalah tim yang
beranggotakan istansi terkait yang bertugas menilai apakah seseorang
kompeten atau tidak menjadi awak ponton/perahu yang akan dioperasikan
di danau.

Tanda Daftar adalah tanda pedaftaran ponton/perahu.



BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai standarisasi pelayanan yang
meliputi keamanan, keselamatan, ketertiban kegiatan angkutan danau,
kelaikan, perizinan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut/pengusaha,

pembinaan pengawasan keselamatan angkutan serta sanksi.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANAU

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan
ponton/perahu tenaga mekanik, tenaga mesin, atau digerakkan dengan tenaga
manusia yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perorangan, badan usaha,

pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

(1) Angkutan danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi kegiatan;
a. Angkutan danau untuk kepentingan umum;
b. Angkutan danau untuk kepentingan khusus

(2) Kegiatan angkutan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang perseorangan, badan usaha, pemerintah desa atau pemerintah
kabupaten dengan menggunakan ponton/perahu yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kelaikan.

(3) Kegiatan angkutan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus

mendapat izin dari bupati.

Pasal 5
PERSYARATAN PONTON/PERAHU

(1) Pengoperasian angkutan danau harus memenuhi persyaratan pelayan
minimal.

(2) Persyaratan pelayanan minimal angkutan danau dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan yang aman, selamat, nyaman, tertib, lancar,
kepada masyarakat pengguna jasa.

(3) Persyaratan pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
terdiri dari persyaratan untuk ponton/perahu dan penumpang.



(4) Persyaratan untuk ponton/perahu terdiri :

a. Setiap pembuatan ponton/perahu yang akan digunakan untuk umum
harus terdaftar pada Dinas Perhubungan

b. Setiap ponton/perahu yang telah didaftarkan dan dinyatakan
memenuhi persyaratan kelaikan diberikan tanda daftar.

c. Konstruksi ponton/perahu dilarang ada tambahan yang dapat
mengakibatkan kestabilan perahu terganggu.

d. Daya angkut perahu harus dicantumkan di kanan atau kiri badan
perahu atau di tempat yang mudah dilihat.

e. Daya angkut perahu disamping memperhatikan konstruksi
ponton/perahu juga harus memperhatikan kondisi tinggi muka air.

f. Untuk angkutan danau yang menggunakan penggerak mesin atau
motor harus menyediakan peralatan pengayuh manual antara lain
galah dan pengayuh yvang jumlah dan ukurannya disesuaikan dengan
ukuran ponton/perahu, yang jumlah dan ukurannya ditetapkan oleh
Kepala Dinas.

g. Setiap ponton/perahu yang digunakan untuk umum harus dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan berupa ban atau rompi pelampung
(lifejacket) yang jumlahnya sama dengan kapasitas orang dan sirene
atau alarm keadaan darurat.

Pasal 6
PERSYARATAN AWAK PONTON/PERAHU

(1) Setiap ponton/perahu untuk umum yang dioperasikan di danau wajib
dioperasikan oleh awak yang kompeten berdasarkan
rekomendasi/ penilaian dari Tim Teknis Penilai Kompetensi.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang beranggotakan sekurang-kurangya dari :

a. Unsur perhubungan;

b. Unsur penanggulangan bencana/SAR;

c. Unsur pariwisata;

Jumlah anggota tim teknis kompetensi dapat ditambah dengan unsur lain
sesuai dengan kebutuhan;

{3) Standar kompetensi awak poton/perahu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas;

(4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan kompetensi
dibebankan kepada pemohon.



BAB IV
PERIZINAN
Pasal 7

Orang perseorangan, badan usaha, pemerintah desa atau pemerintah
kabupaten yang melakukan kegiatan usaha angkutan di danau wajib memiliki

izin.

Pasal 8
Izin usaha angkutan sungai dan danau terdiri atas :
1. Izin usaha angkutan danau untuk kepentingan umum;

2. Izin usaha angkutan danau untuk kepentingan khusus.

Pasal 9

(1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pasal 8
ayat 1 dan 2 diberikan oleh Bupati,

(2) 1zin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} diberikan setelah
memenuhi persyaratan administrasi meliputi;

a. Surat permohonan izin angkutan danau;

b. Warga Negara Republik Indonesia;

¢. Memiliki nomor pokok wajib pajak perseorangan atau badan usaha,;

d. Memiliki atau menguasai ponton/perahu vyang telah terdaftar dan
dalam keadaan laik layar;

e. Menandatangani surat pernyataan akan patuh/taat kepada peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban
dan keselamatan angkutan danau;

{3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan
angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya dan
setiap tahun wajib dilakukan regristrasi.

BAB V
ASURANSI
Pasal 10
(1) Setiap operator angkutan danau wajib mengasuransikan penumpangya
atas terjadinya kecelakaan.
(2) Besaran asuransi kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan dengan besaran karcis penumpalNg.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap operator angkutan dilakukan oleh Dinas

(2) Pembinaan teknis untuk meningkatkan kemampuan |/ keterampilan
kepada operator dan awak angkutan danau dilakukan dalam bentuk
bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang pembiayaannya dapat melalui
APBD atau peran serta operator angkutan danau.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

(1) Pengawasan administrasi dan Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas
(2) Untuk kepentingan tertentu Kepala Dinas dapat membentuk tim
pembinaan dan pengawasan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

BAB VII
SANKSI
Pasal 13

(1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi
administratif
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa :
a. peringatan tertulis oleh Dinas
b. pembekuan izin oleh Dinas
c. pencabutan izin oleh Bupati

Pasal 14

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga] kali berturut —turut
untuk jangka waktu masing —masing 30 ( tiga puluh ) hari kalender;

(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) , dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan izin;

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam
jangka waktu masing 30 ( tiga puluh ) hari kalender;

1 1



(4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya
setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berakhir.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti
pada al 30 Otober 2018

GUNAWAN
Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 80 Opber 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

e i S

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...7..



